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Abstract 
This study aims to analyze the implementation of urban slum handling policies in the West 
Besusu Region, Palu Timur District, Palu City. The main theory that became the reference in this 
study was the theory of policy implementation by Edward III who saw the implementation of the 
policy by looking at 4 aspects, namely; (1) Communication Aspects, (2) Resource Aspects, (3) 
Disposition Aspects and (4) Aspects of the Bureaucratic Structure. The research method uses a 
descriptive-qualitative approach. The location of this study was located in West Besusu Village, 
East Palu District with informants as many as 5 people who were selected purposively. Data 
collection is done using Interactive models of Miles and Huberman. Based on the results of the 
study, the implementation of the policy of handling slum environments in the West Besusu area of 
East Palu District has not been running optimally. This can be seen based on the theory of Edward 
III in looking at the implementation of policies from 4 aspects, namely: aspects of communication, 
aspects of resources, aspects of disposition and aspects of bureaucracy, there are 2 aspects that 
still need to be improved and improved, namely aspects of communication which need to improve 
the form of communication the community can evenly understand the policy of handling slum 
environments in the West Besusu area of East Palu District and the aspects of facilities and 
infrastructure resources and budgets that have not been optimal so that it hampers the 
implementation of policies for handling slums in the West Besusu area of East Palu District. 
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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 
disebutkan bahwa (1) Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) meliputi: Pendidikan, Kesehatan,  
Pekerjaan umum dan penataan ruang, 
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 
ketenteraman, ketertiban umum, dan 
pelindungan masyarakat; dan sosial.” 
Undang - Undang tersebut 
mengamanatkan bahwa Perumahan dan 
Kawasan Permukiman merupakan salah 
pelayanan yang bersifat wajib dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 
tentang  Perumahan dan Kawasan 
Permukiman  bahwa Perumahan dan kawasan 
permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan 
perumahan, penyelenggaraan kawasan 
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 
pembiayaan, serta peran masyarakat.  
Penjabaran regulasi di atas, 
menunjukkan bahwa setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat, sebagai kebutuhan dasar 
manusia, dan yang mempunyai peran yang 
sangat strategis dalam pembentukan watak 
serta kepribadian dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum. 
Hal ini mengindikasikan bahwa 
pemerintah  daerah perlu lebih berperan 
dalam  penyediaan dan memberikan 
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kemudahan dan bantuan perumahan dan 
kawasan permukiman bagi masyarakat 
melalui penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman yang berbasis kawasan 
serta keswadayaan masyarakat sehingga 
merupakan satu kesatuan fungsional dalam 
wujud tata ruang fisik dalam rangka otonomi 
daerah. Namun realitas menunjukkan 
pertumbuhan dan pembangunan wilayah 
belum memperhatikan keseimbangan bagi 
kepentingan masyarakat hal ini terlihat dari 
masih banyaknya permukiman kumuh di 
hampir seluruh daerah perkotaan di wilayah 
nusantara. 
Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat 
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan  
menjadikan kota sebagai destinasi masyarakat 
untuk mencari penghidupan dan mata 
pencaharianya. Hal itu menyebabkan 
terjadinya Urbanisasi perpindahan penduduk 
dari desa ke Kota. Urbanisasi ini terjadi akibat 
ketimpangan pembangunan antara perkotaan 
dan perdesaan.  
Disisi lain pemenuhan kebutuhan 
perumahan masih didominasi oleh masyarakat 
secara swadaya. Pemerintah masih belum 
mampu menyediakan perumahan bagi 
masyarakat, termasuk penyediaan sarana dan 
prasarana perumahan dan permukiman yang 
layak, ketidakmampuan ini akan menjadi 
lebih buruk lagi, bila masyarakat tidak 
mampu secara ekonomi untuk mengelola 
lingkungan perumahannya. Kawasan yang 
didominasi oleh masyarakat miskin 
cenderung untuk mengalami penurunan 
kualitas bangunan sarana dan prasarana 
perumahan akibat ketidakmampuan 
masyarakat dalam mengembangkan dan 
mengelola perumahan sarana dan prasarana 
pendukungnya. Kondisi tersebut akan 
menyebabkan terjadinya perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh. 
Kota Palu sebagai ibukota Provinsi 
Sulawesi Tengah, juga memiliki 
permasalahan terkait dengan permukiman 
kumuh hal ini tercermin Dalam Surat 
Keputusan Walikota Palu Tentang penetapan 
kawasan kumuh perkotaan No. 
413.2/1143/BAPPEDA dan PM/2014 Tahun 
2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan 
Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota 
Palu.  
Bahwa berdasarkan kriteria kekumuhan 
terdapat 14 (empat belas) lingkungan yang 
terdiri dari 4 (empat) kelurahan di Kecamatan 
Palu Barat, 5 (lima) kelurahan di Kecamatan 
Palu Timur, 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan 
Palu Utara, dan 2 (dua) kelurahan di 
Kecamatan Palu Selatan.  
Permukiman kumuh yang dikemukakan 
di atas, mempunyai ciri ketidakteraturan 
bangunan, kepadatan bangunan, kualitas 
bangunan yang rendah,  prasarana sarana 
perumahan dan permukiman yang kurang 
baik kualitasnya. Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh terletak di wilayah yang 
peruntukannya sesuai dengan rencana tata 
ruang, namun mengalami penurunan fungsi 
rumah dan prasarana sarana akibat 
ketidakmampuan masyarakat karena miskin 
dan ketidakmampuan pemerintah dalam 
mengembangkan dan mengelola prasarana 
sarana. dan menunjukkan ketidakmampuan 
pemerintah dalam pengaturan pelayanan 
kehidupan  dan penghidupan warganya. 
Salah satu penyebab utama kawasan 
kumuh adalah urbanisasi, arus urbanisasi 
yang terjadi mengakibatkan peningkatan 
jumlah penduduk di perkotaan akibat migrasi, 
disamping migrasi, peningkatan jumlah 
penduduk juga terjadi secara alami. 
Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi di 
perkotaan menyebabkan peningkatan 
kebutuhan perumahan dan permukiman, serta 
sarana dan prasarana pendukungnya. 
Kawasan Kumuh Besusu Barat Palu 
Timur (lorong bakso) dengan luas areal 5,80 
hektar merupakan kawasan kumuh dengan 
tipologi Permukiman Kumuh Rawan 
Bencana, merupakan kawasan strategis 
menurut RT/RW yakni  kumuh Permukiman 
Kawasan Pusat Kota, termasuk kawasan 
kumuh kategori sedang, dengan permasalahan 
utama kepadatan Bangunan,  jalan 
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lingkungan, drainase, saluran limbah dan 
Persampahan. 
Salah satu cara yang dilakukan untuk 
menangani kumuh adalah dengan mencegah 
dan meningkatkan kualitas perumahan dan 
permukiman kumuh guna meningkatkan mutu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal 
ini dilaksanakan berdasarkan prinsip 
kepastian bermukim yang menjamin hak 
setiap warga negara untuk menempati, 
menikmati, dan atau memiliki tempat tinggal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun, setelah peneliti melakukan 
observasi di lapangan bahwa program 
pemerintah belum terealisasi dan terlaksana 
secara efektif. Peneliti menemukan  masalah 
berupa target yang ditetapkan belum berjalan 
dengan baik. 
Hal inilah yang mendorong peneliti 
untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Implementasi Kebijakan Penanganan 
Lingkungan Kumuh di Kawasan Besusu Barat 
Kecamatan Palu Timur, dengan menggunakan 
teori Edward III sebagai pisah analisis, 
dengan alasan bahwa teori tersebut cocok 
untuk melakukan pengkajian tentang 




Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif karena peneliti ingin melakukan 
eksplorasi yakni, mengkaji secara mendalam 
implementasi kebijakan penanganan Kawasan 
Kumuh. Penelitian ini dilakukan di Kawasan 
Kumuh Kelurahan Besusu Barat Kota Palu 
dengan dasar pertimbangan : a) Kelurahan 
Besusu Barat merupakan prioritas pemerintah 
dalam penanganan Kawasan Kumuh; b) 
Kemudahan untuk mendapatkan informasi 
dan data. 
Dalam penelitian ini, informan 
ditentukan dengan menggunakan 
nonprobability dengan teknik penentuan 
informan kunci yang berasal dari : 
1. Staf Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota Palu berjumlah 1 orang. 
2. Forum Kotaku Kota Palu (Forum Palu 
Ngataku) berjumlah 1 orang. 
3. Lurah Kelurahan Besusu Barat 1 orang 
4. Ketua RT01/RW09 Kelurahan Besusu 
Barat 1 orang  
5. Masyarakat Kelurahan Besusu Barat 2 
orang. 
Dengan ekspektasi bahwa dari lembaga 
tersebut dapat ditelusuri para informan untuk 
mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan. 
Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif : 
a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan 
dalam bentuk kata verbal bukan dalam 
bentuk angka, yang termasuk data 
kualitatif dalam penelitian ini yaitu 
gambaran umum obyek penelitian, 
meliputi: Gambaran pelayanan, letak 
geografis obyek, Visi dan Misi, struktur 
organisasi,  
b. Data kuantitatif, adalah jenis data yang 
dapat diukur atau dihitung secara langsung, 
yang berupa informasi atau penjelasan 
yang dinyatakan dengan bilangan atau 
berbentuk angka.  
Untuk sumber data dalam penelitian adalah 
subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam 
penelitian ini penulis menggunakan dua 
sumber data yaitu : 
a. Sumber data primer, yaitu data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertama. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti 
sebagai penunjang dari sumber pertama, 
dapat juga dikatakan data yang tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen. 
Dalam penelitian ini digunakan pula 
beberapa teknik pengumpulan data yang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebagaimana yang telah diketahui 
bahwa sekali kebijaksanaan telah diterima dan 
disahkan oleh pihak yang berwenang, maka 
keputusan kebijaksanaan itu telah siap untuk 
diimplementasikan, seperti halnya kebijakan 
Penanganan Kawasan Kumuh di Besusu Barat 
di Kota Palu. Mengukur suatu implementasi 
kebijakan apakah telah terlaksana dengan baik 
atau tidak sedikit banyak dapat membantu 
untuk melihat kekurangan dan kelebihan 
dalam suatu sistem. Untuk itu penelitian ini 
akan melihat implementasi kebijakan 
Penanganan Lingkungan Kumuh di Kawasan 
Besusu Barat Kecamatan Palu Timur 
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 tentang 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Surat Keputusan Walikota Palu Tentang 
penetapan kawasan kumuh perkotaan No. 
413.2/1143/BAPPEDA dan PM/2014 Tahun 
2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan 




Implementasi kebijakan dalam 
penelitian ini salah satu aspek penting yang 
mendukung implementasi kebijakan penangan 
kawasan kumuh adalah komunikasi. 
Komunikasi tersebut berkenaan dengan 
bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada 
organisasi dan/atau publik dan sikap serta 
tanggapan dari pihak yang terlibat (Nugroho, 
2012:693). Edward III (1980:10) juga 
menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan 
merupakan proses penyampaian informasi 
kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 
pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan 
ini dapat dilihat dari beberapa macam 
dimensi, antara lain dimensi transformasi, 
kejelasan dan konsistensi. Memaknai hal 
tersebut maka untuk mengukur implementasi 
kebijakan penanganan kawasan kumuh di 
Besusu Barat diharapkan kebijakan tersebut 
dapat ditransformasikan kepada pelaksana, 
dapat tersampaikan dengan jelas dan setiap 
informasi yang berkaitan dengan kebijakan 
penangan lingkungan kumuh disampaikan 
kepada implementor agar isi, tujuan, arah, dan 
kelompok sasaran kebijakan tersebut 
dipahami dengan baik dan tepat sasaran oleh 
semua pihak yang bersangkutan. Upaya untuk 
mencapai keefektifan implementasi kebijakan 
berdasarkan komunikasi, dapat dilakukan 
dengan mentransformasikan kebijakan dengan 
berbagai cara, baik secara langsung seperti 
penyuluhan dan lokakarya maupun secara 
tidak langsung seperti  melalui saluran seperti 
alat media surat kabar, spanduk, leaflet, 
televisi, internet dan lain sebagainya. Terkait 
upaya komunikasi mengenai implementasi 
kebijakan penangan kawasan kumuh, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penangan 
lingkungan kumuh telah dikomunikasikan 
kepada berbagai pihak termasuk kepada pihak 
Pemerintah kota (Wali Kota, Camat, Lurah 
dan masyarakat), yang berarti bahwa 
komunikasi telah brlangsung dengan baik, 
yakni pihak pemangku kebijakan telah 
mensosialisasikan  kebijakan mengenai 
penangan lingkungan kumuh di kawasan 
Besusu Barat kepada tingkat kecamatan, 
kelurahan bahkan kepada lembaga-lembaga 
dan masyarakat secara langsung apa yang 
telah diputuskan oleh pemerintah pusat, 
sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan 
kebijakan ini dapat dicapai, sebagaimana yang 
telah dikemukakan oleh Edward III dan 
Lasweel, bahwa keberhasilan men 
gimplementasikan kebijakan sangat 
ditentukan oleh terjalinnya komunikasi antara 
pelaksana dengan pemakai kebijakan.  
Berdasarkan  hasil penelitian juga dapat 
dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah secara langsung kepada 
masyarakat tidak hanya sebatas memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat saja, tetapi 
juga secara praktis warga bisa menjalankan 
himbauan tersebut. 
Bentuk sosialisasi secara langsung yang 
dilakukan melalui komunikasi interpersonal 
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atau komunikasi secara langsung antar pribadi 
memang merupakan bentuk sosialiasi yang 
baik sebab memiliki banyak keuntungan. 
Pemberian informasi dan sosialisasi bukan 
hanya penting diberikan kepada masyarakat, 
tetapi pelaku kebijakan juga perlu 
mendapatkan informasi agar pelaku kebijakan 
dapat memahami apa yang menjadi isi, 
tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, 
sehingga pelaku kebijakan dapat 
mempersiapkan hal-hal apa saja 
yangberhubungan dengan pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Sistem sosialisasi terkait 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh di 
kawasan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur 
berjalan dengan semestinya, dimana 
koordinasi dan komunikasi antar pihak 
pemerintah Kota/Kabupaten mengenai 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh 
tersebut dengan instansi terkait telah 
terlaksana dengan optimal.  
Berdasarkan apa yang dikemukakan 
oleh informan, menunjukkan bahwa bentuk 
sosialisasi kebijakan penanganan lingkungan 
kumuh di kawasan Besusu Barat yaitu dengan 
mengadakan pertemuan atau sosialisasi secara 
langsung kepada pihak-pihak terkait. Dimana 
dari pihak kelurahan Besusu Barat sendiri 
diwakilkan oleh pemerintah setempat, baik 
lurah maupun ketua RT/RW. Berdasarkan 
hasil dari wawancara juga memberikan 
gambaran komunikasi dan sosialisasi yang 
berlangsung dalam proses implementasi 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh di 
kawasan Besusu Barat, telah diupayakan oleh 
berbagai pihak, tidak hanya pada pembuat dan 
pelaksana kebijakan, namun hasil wawancara 
dari salah seorang informan menunjukkan 
bahwa masih ada masyarakat yang belum 
dapat memahaminya dengan baik,  informan 
tersebut mengatakan bahwa: 
“saya sebenarnya tidak begitu tahu apa saja 
yang menyangkut masalah penanganan 
lingkungan kumuh, tapi kalau saya bilang 
seharusnya pemerintah perhatikan betul itu 
supaya kita punya lingkungan ini tidak kumuh 
lagi, memang biasa ada pemberitahuan dari 
pak RT kasih bersih-bersih lingkungan begitu 
saja...” (wawancara tanggal 28 Juni 2018). 
Dari hasil wawancara tersebut dapat 
diambil kesimpulan bahwa kebijakan 
penanganan lingkungan kumuh di kawasan 
besusu barat belum dapat dipahami dengan 
baik oleh berbagai pihak terutama pada 
sasaran kebijakannya, dimana masyarakat ini 
seharusnya diberi pemahaman yang lebih baik 
atas kebijakan tersebut, sebab merekalah 
objek kebijakan tersebut, hal ini mungkin saja 
akan berdampak kepada kegagalan dari 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh 
tersebut. Sebagaimana yang dikatakan 
Hoogerwerf (1997:118). yang menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang menjadi 
penyebab kegagalan implementasi yaitu 
karena informasi, kurangnya informasi dari 
para aktor terhadap objek kebijakan atau 
struktur komunikasi yang kurang antara 
organisasi pelaksana dengan objek kebijakan, 
serta kurangnya dukungan kesediaan objek-




Faktor sumber daya mempunyai 
perananan penting dalam implementasi 
kebijakan pemerintah daerah, karena 
sumberdayalah sebagai penggerak efektif 
pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 
Adapun sumber daya yang berperan tersebut 
adalah sumber daya manusia, sumber daya 
keuangan, dan sumber daya sarana dan 
prasarana lainnya yang diperlukan dalam 
Implementasi Kebijakan Penanganan 
lingkungan Kumuh di Kelurahan Besusu 
Barat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  
menunjukkan bahwa dukungan Sumberdaya 
sarana dan prasarana yang menjadi salah satu 
syarat yang harus dimiliki agar suatu 
kebijakan dapat terlaksana dengan baik masih 
kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil wawancara informan, bahwa:  
“berkaitan dengan sarana dan prasarana 
menurut saya masih belum secara maksimal 
terpenuhi di lingkungan sini, mialnya 
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drainase ini, masih sementara dikerjakan 
terus, belum ada selesai-selesai, tempat 
pembuangan sampah juga, jadi sampah yang 
menumpuk begini kan bisa bikin tambah 
kumuh” 
Sarana dan Prasarana merupakan salah 
satu faktor yang vital untuk dipenuhi, kurang 
maksimalnya pengadaan sarana dan prasarana 
akan mengakibatkan kurang maksimalnya 
proses yang berlangsung. Selain sarana dan 
prasarana, faktor penting lainnya adalah 
sumber daya manusianya, sebab dari segala 
proses yang ada, manusianyalah yang menjadi 
pelaku utama. 
Namun untuk Sumber daya manusia 
(SDM) dalam mengimplementasikan 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh di 
kawasan Besusu Barat sudah maksimal baik 
kualitas maupun kuantitas.  
Namun demikian, kedua kemampuan 
tersebut saja tidak cukup, melainkan harus 
diimbangi dengan kecerdasan emosional 
(Emotional Intellegence). Kemampuan 
sumber daya manusia yang ada di tingkat 
pemerintah pusat sampai ke pemerintah 
setempat memiliki kualitas yang baik, dalam 
artian sumber dayanya sudah memadai dalam 
melaksanakan upaya penanganan lingkungan 
kumuh di Kota Palu khususnya di kawasan 
Besusu Barat. Di dalam melaksanakan 
tugasnya, SDM dituntut mengaktualisasikan 
kemampuannya, baik daya fikir maupun daya 
fisik secara terintagrasi. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Hasibuan (2007:243) 
bahwa SDM adalah kemampuan terpadu dari 
daya pikir dan daya fisik yang dimiliki 
individu.  
Selain sumber daya manusia dan 
sumber daya sarana dan prasarana, yang juga 
menjadi faktor penting dalam terlaksananya 
suatu kebijakan adalah sumber daya anggaran. 
Terkait hal tersebut informan yang bernama 
Nurfiyanti, ST,MM selaku PPk Satker 
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota 
Palu mengatakan bahwa: 
“Sumber Daya Manusia sebenarnya sudah 
cukup baik untuk mengimplementasikan 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh 
disini, tetapi yang menjadi masalah adalah 
sarana dan prasarana yang terbatas, yah 
mungkin memang anggarannya yang masih 
kurang dari pusat sehingga semuanya masih 
serba kekurangan, jadi bagaimana mau 
maksimal dalam penanganannya..., bahkan 
untuk bantuan bahan baku rumah di besusu 
barat ini turun dari Rp. 250.000.000 per 25 
unit pada tahun 2016 kmrin menjadi 
Rp.200.000.000 per 25 unit di tahun 2017, 
padahalkan untuk meningkatkan suatu 
wilayah lingkungan kumuh itu butuh dana 
yang lebih besar” (wawancara tanggal 18 
Juni 2018). 
Mencermati hasil wawancara yang 
bersumber dari informan tersebut, 
membuktikan bahwa sumber daya anggaran, 
serta sumber daya sarana dan prasarana 
diharapkan dapat ditingkatkan dan terpenuhi 
dalam melaksanakan kebijakan publik, yang 
mana dalam hal ini kebijakan penanganan 
lingkungan kumuh di Kawasan Besusu Barat 
Kecamatan Palu Timur. 
 
Disposisi 
Edward III menjelaskan bahwa 
Implementasi kebijakan dilihat dari aspek 
disposisi yang sangat berhubungan dengan 
komitmen, profesionalitas, keadilan, 
memuaskan, tanggung jawab, SOP dan 
pelaksanaan yang efektif.  
Penanganan lingkungan permukiman kumuh 
dari perspektif disposisi implementator atau 
pengelolaan yang memiliki respon dan 
pengetahuan yang memadai adalah salah satu 
sisi yang penting dalam mewujudkan Kota 
Tanpa Kumuh, sebab pengelola yang tidak 
memiliki respon yang memadai akan sulit 
untuk merealisasikan baik aspek program, 
fisik, lingkungan, fasilitas, keamanan dan 
dukungan masyarakat dalam hal menangani 
lingkungan kumuh. Respon dan pengetahuan 
personal yang professional sangat dibutuhkan 
dalam mengimplementasikan kebijakan 
penanganan lingkungan kumuh di kawasan 
Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. 
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Hasil penelitian membuktikan bahwa 
dalam menyikapi kebijakan penanganan 
lingkungan kumuh di Kawasan Besusu Barat 
Kecamatan Palu Timur pegawai telah 
berupaya dengan baik, dimana kebijakan ini 
didukung oleh diposisi implementator atau 
pengelola yang memiliki respon yang 
memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan 
melihat karateristik stekholdernya dan juga 
pemangku kebijakan yang sudah berjalan 
semestinya walaupun terdapat kendala dalam 
proses mengimplementasikan kebijakan. 
Dalam pelaksanaannya semua pegawai 
bekerja dengan sesuai arahan dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah.  
Kebijakan penanganan lingkungan 
kumuh di kawasan Besusu Barat Kecamatan 
Palu Timur sudah memiliki prosedur yang 
jelas, dan implementor sudah memahami 
prosedur yang telah ada dan memahami 
pentingnya prosedur tersebut, sebagaimana 
Siagian (2001:177) menuturkan pentingnya 
kejelasan prosedur kerja berkaitan erat dengan 
pengelolaan suatu organisasi dengan 
pendekatan kesisteman yang berlaku. 
Dikatakan karena tiga alasan pokok yaitu 
sebagai berikut: 
Pertama : Prosedur kerja merupakan 
“peraturan main” yang harus ditaati dalam 
penyelesaian tugas lintas sektoral dan 
multidimensional. Karena  itu menyangkut 
interaksi, independensi, dan koordinasi antar 
instansi disamping berlaku secara internal 
dalam lingkungan satu satuan kerja. 
Kedua : kebenaran pandangan ini juga 
terlihat dalam teori organisasi yang 
mengatakan bahwa dalam menjalankan roda 
suatu organisasi, harus terjawab pertanyaan-
pertanyaan : (a) siapa yang melakukan 
kegiatan apa; (b) siapa bertanggung jawab 
kepada siapa; (c) siapa berinteraksi dengan 
siapa; (d) jaringan informasi apa yang 
terdapat dalam organisasi; dan (e) saluran 
komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan 
untuk kepentingan apa. 
Ketiga : Kejelasan prosedur kerja 
berkaitan erat dengan transparansi dan 
keterbukaan pemerintah dalam 
penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, 
trmasuk dalam hal penegakan hukum dan 
peraturan perundangan yang berlaku, 
perumusan dan penentuan kebijakan, 
penegakan disiplin masyarakat, dalam 
melakukan pemunutan dana dari masyarakat 
serta penggunannya, dan dalam memberikan 
pelayanan umum kepada masyarakat luas. 
 
Struktur Birokrasi 
Birokrasi merupakan struktur organisasi 
disektor pemerintahan, yang memiliki ruang 
lingkup tugas-tugas sangat lua serta 
memerlukan organisasi besar dengan sumber 
daya manusia yang besar juga jumlahnya. 
Struktur birokrasi merupakan suatu gambaran 
atas uraian tugas dan tanggung jawab serta 
kerja sama antar pelaksana dalam 
implementasi suatu kebijakan. Struktur 
Birokrasi  ini adalah faktor yang penting 
keempat yang dapat mempengaruhi suatu 
pelaksanaan dalam implementasi kebijakan. 
Meskipun sumber-sumber untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan cukup 
dan para pelaksana (implementors) 
mengetahui apa dan bagaimana cara 
melakukannya, serta mempunyai keinginan 
untuk melakukannya, namun implementasi 
kebijakan bisa jadi masih belum efektif 
karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. 
Struktur birokasi ini mencangkup aspek-aspek 
seperti struktur birokrasi, pembagian 
kewenangan, hubungan antara unit-unit 
organnisasi dan sebagainya Unsur lain yang 
perlu diperhatikan kaitannya dengan struktur  
birokrasi adalah adanya standar operasional 
prosedur (SOP) dan fragmentasi. 
Tanggung jawab pemerintah dalam 
menangani lingkungan kumuh di kawasan 
Besusu Barat dapat dilihat dari struktur 
birokrasi. Tanggung jawab birokrasi sudah 
dapat dilihat dari Pemerintah pusat yang telah 
menaruh pehatian terhadap pelaksanaan 
kebijakan penangan lingkungan kumuh di 
Kawasan Besusu Barat Kecamatan Palu 
Timur, yang ditunjukkan dengan adanya 
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usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan 
di beberapa tempat di Kelurahan Besusu 
Barat dan dibentuknya tim untuk menangani 
masalah permukiman kumuh tersebut. 
Penangan lingkungan kumuh di 
kawasan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur 
sudah baik, hal ini di perkuat dengan adanya 
pernyataan diatas dimana struktur birokrasi 
yang dibangun sudah sesuai SOP mulai dari 
tingkat pusat sampai pada kelurahan dan juga 
melibatkan instansi-instansi lain yang terkait 
serta forum pemuda Kota Palu. Selain itu 
untuk pembagian tugas dan tanggung jawab 
dalam pelaksanaan kebijakan penganan 
lingkungan kumuh di kawasan Besusu Barat 
kecamatan Palu Timur sudah jelas karena 
pembagian tugas telah disepakati bersama dan 
tugas diberikan sesuai bidang masing-masing. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Pressman 
dan Wildavsky dalam Riyanto (2008:6-8) 
bahwa implementor kebijakan dalam 
mengimplementasikan kebijakan agar dapat 
dilaksanakan dengan baik harus 
memperhatikan beberapa hal, diantaranya 
komitmen, dukungan staff yang profesional, 
koordinasi, sinkronisasi, sistem dan prosedur 
termasuk dalam birokrasinya. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Aspek Komunikasi sudah berjalan dengan 
baik, dimana penangan lingkungan kumuh 
telah dikomunikasikan kepada berbagai 
pihak termasuk kepada pihak Pemerintah 
kota (Wali Kota, Camat, Lurah) dan upaya 
koordinasi dan  komunikasi antar pihak 
pemerintah Kota/Kabupaten mengenai 
kebijakan penanganan permukiman kumuh 
tersebut dengan instansi dan lembaga 
terkait telah terlaksana dengan optimal, 
namun masih ada yang masih perlu 
ditingkatkan dan dibenahi adalah bentuk 
komunikasi kepada masyarakat, sehingga 
masyarakat bisa secara merata memahami 
mengenai kebijakan penanganan 
lingkungan kumuh terutama dikawasan 
Besusu Barat. 
2. Aspek Sumber daya dalam penanganan 
lingkungan kumuh di kawasan Besusu 
Barat Kecamatan Palu Timur, untuk 
sumber daya manusianya baik dari segi 
kualitas dan kuantitas sudah cukup 
memadai. Namun sumberdaya sarana dan 
prasarana dan sumber daya anggaran masih 
kurang, perlu adanya peningkatan lebih 
dalam aspek tersebut agar kebijakan dapat 
terlaksana dengan baik dan maksimal. 
3. Aspek Disposisi   dalam penanganan 
lingkungan kumuh di kawasan Besusu 
Barat Kecamatan Palu Timur sudah 
berlansung cukup baik dimana 
implementator atau para pelaksana respon 
yang memadai, mereka sudah paham atau 
sudah memiliki pengetahuan yang 
memadai mengenai kebijakan tersebut, 
pemerintah juga telah memiliki ketegasan 
dalam mengambil sikap terkait penanganan 
kumuh di Kawasan Besusu Barat 
Kecamatan Palu Timur, selain itu dalam 
implementasi kebijakannya sudah memiliki 
prosedur kerja prosedur yang jelas dan 
implementor pun telah memahami dengan 
baik akan pentingnya prosedur tersebut. 
4. Aspek Birokrasi dalam implementasi 
kebijakan penanganan lingkungan kumuh 
di Kawasan Besusu Barat telah berjalan 
dengan baik, dimana struktur birokrasi 
yang dibangun sudah sesuai SOP mulai 
dari tingkat pusat sampai pada kelurahan 
dan juga melibatkan instansi-instansi dan 
lembaga-lembaga lain yang terkait. Untuk 
pembagian tugas dan tanggung jawasb 
dalam pelaksanaan kebijakan penganan 
permukiman kumuh di kawasan Besusu 
Barat kecamatan Palu Timur sudah jelas 
karena pembagian tugas telah disepakati 




1. Komunikasi untuk penanganan lingkungan 
kumuh diharapkan lebih terbuka dengan 
masyarakat, agar mereka dapat mengetahui 
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apa yang harus mereka lakukan demi 
mewujudkan lingkungan yang lebih layak 
bagi tempat hunian mereka. 
2. Sebaiknya pemerintah memberikan lebih 
memperhatikan lagi terkait sarana dan 
prasarana serta meningkatkan anggaran 
agar visi untuk membangun Kota tanpa 
kumuh dapat terlaksana dengan maksimal.  
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